Nomor Urut SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Hama SOP
Dasar Hokom Enalifikasi Pelakrana
1 Usdang-Uadang No. 14 Tabun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Plinimal Sua/Sederanl
2 Undang-Undang No.25 Tahon 2009 tentang Pelayanan Pablik 2. M dan Tata
3 Undang-Undang No.23 Takun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Memiliki pengetahnan mengexai Pelayanan Prima
4 Peraturan Pemerintah No. 6] Tehon 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 4. Memiliki Tata Erama
Informasi Pablik
§ Peraturan Menteri Dalam Fegeri Ko. 3 Tabun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan. Pelayanan Informasi dan
Doksmentasi Eementerian Dalam Hegeri Dan Pemerintaban Daerah
8 P TMenteri dan ka Hu 8 'l'lln 2019 tentang Penyelenggaraan Urasan
Py it Eonk Bidang K ikasi dan L
7 Peraturan Komisi Informasi Ho, | Tabun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8 Peraturan Komisi InformasiNo. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
9 Peraturan Komisi InformasiNo. | Tahan 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
10 Eeputusan Gubernur Kalbar Mo. 7/DISEOMINFO/2020 tentang Pembentukan Peagelola Layanan Informasi
dan Dokumentasai di Lingkungan Pemerintab Provinsi Ealimantan Barat
Keterleaitan Peralatan /Perlengkapan
I. Lembaran Eerja & Rencana Kerja
2. Term Of Reference
3. Rlat Tulis kantor
4. Jaringan [nternet
Peringatan Pencatatan Dan Pendataan
| Blla prosedur Ini ada yang terleweti maka pemohon informas! tidak akan terfayani demgan balk - Disimpan dalam bentak softcopy dan bardcopy
2 Blla prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapal
3 Bila prozedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Ralhar terhadap penorimaan tamu menjadi negatif
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
Pelaksana Pendukung
. Kegt T GMpPORER
o eglatan Utama Dan | Pertimbangan atau Keterangan
PPID Pelayanan Peranglat Pemohon Kelengkapan Wakta Output
Pembantu Daerah

arkas permohonan
informasi yang telah
diisi leagkap das
dilampiri fotacapy /
scaa idextitas diri (NTK)

Berkas permohonan Setiap saat
informasi / dokumen dari
pemohon informasi

(Melakukan kajian atas informasi / lhmen yang tidak termasnk

dalam DIDP dengan Tim yan
Informasi. %

]

angan atas informast asar hukum :
dxmnnd yuu h-mm rahasia berdasarkan UU, hvumon dan E 1. UV No. 14 Tahun2008 Pertimbazgan
kepentingan umum 2. PLRKI No.l Thn 2010 [Pelayanan Informasi
3. PERKI No.l Thn 2013
4. PERKI No.l Thn 2017
k] llanyu-lku informasi / dokumen yang dimaksud, jika status Informasi / dokumen yang |Pada hari dan jam Informasi / dokumen
# dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi telak dinyatakan terbuka ki maksimal 10 dari komponen ataa

dinyatakan rahasia, maka PPID membuat sorat penolakan kepada untok pablik ¢ lub) bari kerja, Perangkat Daerah

pemolen informasi. sejak permohonan
informasi teregistrasi

4 |Menandatangani tanda bukti penerimaan atan memberikan sorat Informasi atau Dokumen Maksimal diberikan Informasi publik yang
penolakan kepada pemobon jika statas informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon |perpanjangan diminta oleh pemoben
dinyatakan rahasia. informasi atau sorat f i atan smrat

penclakan jika informasi / informasi
dokumen tersebut selamaT (tojub) hari

dikatgorikaa radasia

tidakdapat
diperpanjang lagi




